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Abstract

This research examines the implementation of work contracts in construction projects in Indonesia by delving into
both technical and legal aspects in a balanced manner. Through a descriptive qualitative approach and case studies
on three government building projects in Central Java during the 2022-2023 period, it was found that the
effectiveness of construction work contracts is influenced by the clarity of clause formulation, management team
competence, and communication between parties. The main problems in contract implementation stem from
differences in document interpretation and inability to anticipate field changes, resulting in completion delays and
cost overruns of up to 15-25% from the initial value. Human resource capacity development in understanding
contractual aspects and the application of information technology-based monitoring systems have proven to
contribute significantly in minimizing dispute potential. The research results recommend standardization of clauses
governing changes in work scope, payment mechanisms, and dispute resolution procedures by considering the risk
balance between users and construction service providers. This research provides a foundation for developing
adaptive contract models that are responsive to the dynamics of national infrastructure development.
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Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kontrak kerja pada proyek konstruksi di Indonesia dengan mendalami aspek
teknis dan legal secara berimbang. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus pada tiga proyek gedung
pemerintah di Jawa Tengah selama periode 2022-2023, ditemukan bahwa efektivitas kontrak kerja konstruksi
dipengaruhi oleh kejelasan rumusan klausul, kompetensi tim manajemen, dan komunikasi antar pihak. Permasalahan
utama dalam pelaksanaan kontrak berakar dari perbedaan interpretasi dokumen serta ketidakmampuan
mengantisipasi perubahan lapangan, yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian dan pembengkakan biaya
hingga 15-25% dari nilai awal. Pengembangan kapasitas SDM dalam memahami aspek kontraktual dan penerapan
sistem monitoring berbasis teknologi informasi terbukti berkontribusi signifikan dalam meminimalkan potensi
sengketa. Hasil penelitian merekomendasikan standardisasi klausul yang mengatur perubahan lingkup pekerjaan,
mekanisme pembayaran, dan prosedur penyelesaian perselisihan dengan mempertimbangkan keseimbangan risiko
antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Penelitian ini memberikan landasan untuk pengembangan model
kontrak adaptif yang responsif terhadap dinamika pembangunan infrastruktur nasional.

Kata kunci: kontrak konstruksi, manajemen proyek, penyelesaian sengketa, aspek kontraktual, keterlambatan
penyelesaian



PENDAHULUAN

Sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangungan infrastruktur nasional
yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia(Linawati et al., 2021).
Pembangunan infrastruktur yang sistematis dan berkualitas tidak dapat dilepaskan dari adanya
pengaturan kontrak kerja yang jelas dan terukur antara pemberi kerja dan penyedia jasa
konstruksi. Pengelolaan kontrak kerja pada bidang konstruksi selalu mengalami perubahan
seiring dengan perkembangan teknologi dan metode konstruksi yang semakin kompleks.
Tantangan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi mencakup aspek teknis, administratif,
hingga kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap daerah.
Pemahaman mendalam tentang kontrak kerja konstruksi menjadi landasan fundamental bagi
semua pihak yang terlibat dalam proyek untuk meminimalkan potensi perselisihan di kemudian
hari.

Kontrak kerja konstruksi menjadi dokumen hukum yang mengikat seluruh pihak dalam
pelaksanaan proyek pembangunan fisik baik skala kecil maupun proyek besar. Klausul-klausul
dalam kontrak kerja konstruksi memuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak
pengguna jasa maupun penyedia jasa selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Keberadaan
kontrak kerja juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap risiko yang mungkin timbul
selama pelaksanaan proyek konstruksi berlangsung(Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Air dan Konstruksi, 2016b). Ketidaktepatan dalam perumusan kontrak kerja dapat memicu
timbulnya masalah yang berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan dan penyelesaian proyek
secara keseluruhan. Perancangan kontrak kerja yang baik harus mempertimbangkan aspek teknis,
finansial, administratif, dan hukum yang memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa konstruksi berawal dari
kesalahpahaman dan ketidakjelasan klausul dalam kontrak kerja yang telah disepakati(A. Muin
et al., 2020). Ketidaksinkronan antara pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa dalam
menafsirkan isi kontrak seringkali menjadi sumber perselisihan yang berujung pada
keterlambatan penyelesaian proyek. Perbedaan pemahaman ini terlihat dari adanya penafsiran
berbeda mengenai spesifikasi teknis, metode kerja, dan standar kualitas yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Permasalahan juga muncul ketika terjadi perubahan

kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam dokumen kontrak.



Ketidakmampuan para pihak untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut
berdampak pada terganggunya kelancaran proyek secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa lebih dari 60% proyek konstruksi di
Indonesia mengalami permasalahan terkait pelaksanaan kontrak yang berimplikasi pada
keterlambatan penyelesaian. Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dengan kondisi
pelaksanaan di lapangan menjadi faktor dominan yang memicu penyesuaian kontrak selama
masa konstruksi(Elfani & Azheri, 2023). Perubahan desain yang tidak diantisipasi dalam klausul
kontrak awal memaksa adanya negosiasi ulang yang memakan waktu dan berpotensi
menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Penundaan pembayaran termin oleh
pemberi kerja karena prosedur administratif yang rumit juga menjadi kendala signifikan dalam
menjaga keberlangsungan proyek. Ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa dalam
kontrak kerja semakin memperburuk situasi ketika terjadi perbedaan pendapat yang tidak
kunjung menemui titik temu.

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi juga meliputi ketidakseimbangan
posisi tawar antara pengguna jasa dan penyedia jasa, terutama pada proyek-proyek pemerintah.
Kontraktor sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi perubahan
kebijakan selama masa konstruksi berlangsung. Proses addendum kontrak yang berbelit-belit dan
memakan waktu lama menghambat kemajuan fisik pekerjaan di lapangan. Pergantian personil
kunci pada pihak pengguna jasa atau penyedia jasa juga menimbulkan perbedaan interpretasi
terhadap kesepakatan awal yang telah tertuang dalam kontrak. Kondisi force majeure seperti
bencana alam atau pandemi yang tidak diantisipasi dalam klausul kontrak menimbulkan
kebingungan dalam penentuan tanggung jawab dan kompensasi yang seharusnya diberikan.
Semua permasalahan tersebut memerlukan kajian mendalam untuk menemukan solusi yang
dapat diterapkan dalam praktik penyusunan kontrak kerja konstruksi.

Tantangan lain dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi adalah kesenjangan
kompetensi sumber daya manusia dalam memahami aspek teknis dan legal dari dokumen
kontrak. Banyak praktisi konstruksi yang lebih fokus pada aspek teknis pelaksanaan tanpa
memiliki pemahaman yang memadai terhadap konsekuensi hukum dari setiap klausul dalam
kontrak kerja. Keterbatasan pengetahuan ini mengakibatkan kesalahan interpretasi terhadap hak
dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak kerja. Ketidakmampuan dalam mendokumentasikan

perubahan-perubahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek juga mempersulit proses klaim



atau negosiasi saat terjadi perselisihan. Minimnya kesadaran tentang pentingnya pencatatan dan
pelaporan setiap kejadian yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kontrak menjadi celah
yang sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan yang lemah
terhadap konsistensi pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak semakin memperburuk permasalahan
yang sudah ada.

Berdasarkan  kompleksitas  permasalahan tersebut, penelitian ini  berupaya
mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kontrak kerja
pada proyek konstruksi di Indonesia. Bagaimana pengaruh kejelasan rumusan klausul kontrak
terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi menjadi pertanyaan utama yang akan
dijawab melalui penelitian ini. Sejauh mana pemahaman para pihak terhadap isi kontrak
mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul selama
pelaksanaan proyek juga menjadi fokus pembahasan dalam penelitian. Apakah mekanisme
penyelesaian sengketa yang tertuang dalam kontrak telah memadai untuk mengakomodasi
berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan konstruksi merupakan aspek
penting yang perlu dikaji secara mendalam. Bagaimana model pengelolaan kontrak yang ideal
untuk meminimalkan potensi perselisihan menjadi pertanyaan yang akan dijawab melalui
analisis komprehensif terhadap praktik pengelolaan kontrak konstruksi. Penelitian ini juga
mempertanyakan efektivitas regulasi terkini dalam mengatur pelaksanaan kontrak kerja
konstruksi dalam konteks pembangunan infrastruktur nasional.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pelaksanaan kontrak kerja pada proyek
konstruksi di Indonesia dengan memperhatikan aspek legal dan teknis secara berimbang. Studi
ini berupaya mengidentifikasi pola permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak
kerja konstruksi berdasarkan pengalaman empiris dari berbagai proyek yang telah dilaksanakan.
Penelitian juga diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas klausul-klausul standar yang umumnya
digunakan dalam kontrak kerja konstruksi dari perspektif pengguna jasa dan penyedia jasa. Hasil
penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan model pengelolaan kontrak yang adaptif
terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek konstruksi. Lebih
jauh, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan
dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang

memberikan keadilan bagi semua pihak.



Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menyediakan kajian
komprehensif tentang implementasi kontrak kerja konstruksi dalam konteks pembangunan
infrastruktur nasional yang sedang gencar dilaksanakan. Analisis terhadap permasalahan
kontraktual yang dihadapi berbagai proyek konstruksi memberikan gambaran nyata tentang
tantangan dalam pengelolaan kontrak yang belum banyak terungkap dalam literatur akademis.
Temuan penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi regulator dalam menyempurnakan
kerangka hukum yang mengatur kontrak kerja konstruksi di Indonesia. Bagi praktisi konstruksi,
hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan strategi pengelolaan kontrak
yang lebih efektif dan meminimalkan potensi sengketa. Pengembangan model pengelolaan
kontrak kerja konstruksi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam membangun kesepakatan yang memberikan
perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap pelaksanaan kontrak kerja pada
proyek konstruksi bangunan gedung dan infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan dalam
kurun waktu lima tahun terakhir. Objek penelitian meliputi proyek-proyek yang dibiayai oleh
pemerintah maupun swasta dengan nilai kontrak yang bervariasi untuk mendapatkan gambaran
komprehensif tentang dinamika pelaksanaan kontrak. Aspek yang dikaji meliputi tahapan
penyusunan kontrak, implementasi klausul kontrak selama pelaksanaan, penanganan perubahan
pekerjaan, penyelesaian klaim, hingga penanganan sengketa yang mungkin timbul selama
pelaksanaan proyek. Penelitian juga memperhatikan perbedaan karakteristik proyek berdasarkan
skala, kompleksitas, dan lokasi sebagai variabel yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan
kontrak kerja. Kajian terhadap regulasi terkini yang mengatur kontrak konstruksi juga dilakukan
untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan praktis di lapangan. Hasil penelitian
diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem pengelolaan kontrak

kerja konstruksi yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan infrastruktur di Indonesia.



METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai pelaksanaan kontrak kerja pada pekerjaan konstruksi ini menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif(Nurhayati et al., 2021). Variabel penelitian difokuskan pada
empat aspek utama meliputi proses penyusunan kontrak, implementasi klausul, penanganan
perubahan pekerjaan, serta penyelesaian perselisihan dengan pendefinisian operasional yang
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa
Konstruksi(I Ketut Okta Setiawan & Tetti Samsir, 2020). Pengumpulan data primer dilakukan
melalui serangkaian wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan kunci serta
observasi langsung pada dokumen kontrak, berita acara rapat lapangan, dan catatan perubahan

pekerjaan, sementara data sekunder diperoleh dari kajian pustaka serta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan Pelaksanaan Kontrak Kerja

Proses penyusunan kontrak kerja konstruksi dimulai dengan identifikasi kebutuhan
proyek yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa secara bersama-sama untuk
menetapkan ruang lingkup pekerjaan(Damayanti & Imanullah, 2015). Pertemuan teknis dan
administratif diselenggarakan untuk membahas aspek-aspek krusial seperti jadwal pelaksanaan,
biaya proyek, metode kerja, dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
pekerjaan konstruksi. Negosiasi kontrak kemudian dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak
yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan tentang harga, waktu, kualitas, dan pembagian
risiko yang berkeadilan bagi semua pihak(Handri, 2019). Pada tahap ini, para pihak sering
mengalami ketidaksepahaman terkait alokasi risiko, kompensasi atas keterlambatan, dan
prosedur perubahan lingkup pekerjaan yang memerlukan diskusi mendalam untuk mencapai titik
temu. Finalisasi dokumen kontrak dilakukan setelah semua aspek disepakati, dengan memastikan
bahwa semua klausul yang telah disetujui tertuang secara jelas dan mengikat secara hukum untuk
menghindari perselisihan di kemudian hari.

Aspek legal dalam kontrak kerja konstruksi berpijak pada beberapa peraturan perundang-
undangan seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan kerangka hukum dalam pelaksanaan pekerjaan

konstruksi(Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2016a). Kontrak



kerja konstruksi wajib mencantumkan klausul-klausul standar yang meliputi para pihak, lingkup
pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban, serta prosedur
penyelesaian perselisihan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pekerjaan. Aspek perizinan dan
kepatuhan terhadap regulasi terkait lingkungan, keselamatan kerja, dan standar konstruksi
nasional menjadi bagian tidak terpisahkan yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan proyek
dapat dimulai. Kegagalan dalam memenuhi aspek legal dapat mengakibatkan sanksi
administratif, penalti finansial, hingga pembatalan kontrak yang dapat merugikan semua pihak
yang terlibat dalam proyek. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan
pemeliharaan merupakan instrumen hukum yang biasanya disyaratkan dalam kontrak untuk
melindungi kepentingan pengguna jasa dari potensi kegagalan penyedia jasa dalam memenuhi
kewajibannya(Damayanti & Imanullah, 2015).

Implementasi kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai dengan rapat
persiapan lapangan yang dihadiri oleh pengguna jasa, penyedia jasa, dan konsultan pengawas
untuk menyamakan persepsi tentang interpretasi kontrak dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan.
Mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan material dilakukan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan dalam kontrak, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas sebagaimana
dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara
berkala melalui laporan harian, mingguan, dan bulanan yang menjadi dasar untuk evaluasi
kemajuan pekerjaan dan pembayaran termin kepada penyedia jasa. Pertemuan koordinasi
lapangan diselenggarakan untuk membahas permasalahan teknis yang muncul selama
pelaksanaan, serta melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kondisi
aktual di lapangan. Serah terima pekerjaan dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan, dengan melakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan

sesuai dengan persyaratan dalam kontrak dan dapat diterima oleh pengguna jasa(Jamal, 2020).

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak

Kendala administrasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sering kali berkaitan
dengan kelengkapan dokumen perizinan yang memerlukan waktu lebih lama dari yang
direncanakan, sehingga memengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan. Proses pembayaran termin
yang tidak lancar akibat kompleksitas prosedur administratif dan verifikasi laporan kemajuan

pekerjaan menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan dana operasional bagi penyedia jasa.



Kendala teknis umumnya muncul ketika kondisi lapangan berbeda dari yang diasumsikan dalam
perencanaan, seperti kondisi tanah yang tidak sesuai dengan hasil penyelidikan tanah, yang
mengharuskan perubahan metode pelaksanaan pekerjaan. Keterbatasan akses ke lokasi proyek,
terutama untuk proyek di daerah terpencil, dapat menghambat mobilisasi sumber daya dan
distribusi material yang berdampak pada produktivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
Faktor cuaca ekstrem seperti hujan berkepanjangan atau bencana alam juga sering menjadi
kendala teknis yang sulit diantisipasi dan dapat menyebabkan penundaan signifikan dalam
penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Perubahan scope pekerjaan dalam kontrak konstruksi umumnya disebabkan oleh
permintaan pengguna jasa untuk memodifikasi desain atau spesifikasi teknis setelah kontrak
ditandatangani, yang mengharuskan penyesuaian terhadap biaya dan jadwal pelaksanaan.
Kondisi lapangan yang tidak terduga seperti penemuan utilitas bawah tanah yang tidak
teridentifikasi dalam survei awal atau struktur tanah yang berbeda dari asumsi perencanaan
mengharuskan perubahan metode kerja dan penambahan item pekerjaan. Proses negosiasi
addendum kontrak sering menjadi rumit karena adanya perbedaan persepsi tentang besaran
kompensasi yang wajar untuk perubahan scope pekerjaan, sehingga memerlukan waktu yang
cukup lama untuk mencapai kesepakatan baru. Keterlambatan dalam penetapan addendum
kontrak dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang,
yang berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari jika tidak didokumentasikan dengan baik.
Pengawasan terhadap implementasi perubahan scope pekerjaan memerlukan ketelitian khusus
untuk memastikan bahwa pekerjaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang
disepakati dalam addendum dan tidak mengganggu kualitas pekerjaan secara keseluruhan(Munir
Fuady., 2001).

Penanganan sengketa dalam kontrak kerja konstruksi umumnya diawali dengan upaya
musyawarah mufakat antara para pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua
pihak tanpa harus melalui jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya. Mediasi yang
melibatkan pihak ketiga sebagai penengah sering menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang
efektif ketika para pihak mengalami kebuntuan dalam proses negosiasi langsung. Wanprestasi
dalam pelaksanaan kontrak konstruksi dapat berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau pelanggaran prosedur yang telah disepakati

dalam kontrak, yang dapat dikenakan sanksi berupa denda, pemutusan kontrak, atau pencairan



jaminan pelaksanaan. Penetapan status wanprestasi memerlukan bukti-bukti faktual dan
dokumentasi yang kuat, termasuk peringatan tertulis secara bertahap, untuk meminimalkan risiko
gugatan balik dari pihak yang dinyatakan wanprestasi(Nuzan et al., 2024). Arbitrase dan
pengadilan menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa ketika semua upaya alternatif
penyelesaian sengketa telah ditempuh tanpa menghasilkan kesepakatan, meskipun jalur ini
cenderung memakan waktu lama dan biaya besar yang dapat memengaruhi kelanjutan hubungan

bisnis para pihak di masa mendatang.

Efektivitas Manajemen Kontrak

Keberhasilan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sangat bergantung pada ketepatan
waktu penyelesaian proyek yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak
awal. Pencapaian mutu pekerjaan yang memenuhi spesifikasi teknis menjadi tolok ukur penting
dalam menilai kesuksesan implementasi kontrak, dimana hasil pekerjaan harus lolos uji material
dan fungsi sesuai standar yang berlaku(A. Malik, 2020). Kepatuhan terhadap anggaran yang
disepakati mencerminkan kemampuan manajemen proyek dalam mengendalikan biaya dan
mencegah pembengkakan pengeluaran yang dapat merugikan berbagai pihak. Tingkat
keselamatan kerja selama masa konstruksi juga menjadi indikator penting, dengan minimnya
insiden kecelakaan menunjukkan penerapan prosedur keselamatan yang baik sesuai ketentuan
dalam kontrak. Kepuasan pengguna jasa yang diukur melalui penilaian formal maupun informal
terhadap hasil akhir pekerjaan menjadi puncak dari keberhasilan pelaksanaan kontrak, yang
menentukan prospek kerjasama di masa mendatang antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Pelaksanaan monitoring kontrak konstruksi dilakukan melalui pengumpulan data harian
seperti volume pekerjaan, penggunaan material, dan jumlah tenaga kerja yang kemudian
dibandingkan dengan rencana kerja untuk mengidentifikasi deviasi sedini mungkin. Pelaporan
berkala yang berisi kemajuan fisik, realisasi keuangan, dan permasalahan yang dihadapi disusun
sebagai bahan evaluasi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa untuk mengambil keputusan
strategis terkait pelaksanaan kontrak. Evaluasi kontrak dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang
menghadirkan semua pemangku kepentingan untuk membahas temuan lapangan, isu-isu kritis,
dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menjaga proyek tetap pada
jalurnya(Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017). Penggunaan teknologi seperti sistem

informasi manajemen proyek dan aplikasi monitoring berbasis mobile memudahkan proses



pemantauan real-time dan dokumentasi perkembangan proyek secara lebih akurat dan
komprehensif. Hasil monitoring dan evaluasi kontrak yang didokumentasikan dengan baik
menjadi pembelajaran berharga bagi organisasi untuk perbaikan manajemen kontrak pada
proyek-proyek mendatang, sekaligus menjadi bukti hukum jika terjadi perselisihan antara para
pihak.

Optimalisasi pelaksanaan kontrak dapat dicapai melalui perencanaan yang matang
sebelum penandatanganan kontrak, termasuk studi kelayakan yang mendalam dan penyusunan
dokumen kontrak yang komprehensif untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama masa
konstruksi. Penerapan manajemen risiko proaktif dengan mengidentifikasi potensi masalah dan
menyiapkan rencana mitigasi menjadi kunci dalam meminimalkan gangguan terhadap jadwal
dan biaya proyek. Komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
menciptakan lingkungan kerja kolaboratif yang memungkinkan penyelesaian masalah secara
cepat dan efisien tanpa harus melalui prosedur formal yang memakan waktu. Pemanfaatan
teknologi konstruksi terkini seperti Building Information Modeling (BIM) dan prefabrikasi dapat
meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan sekaligus menjamin kualitas hasil yang lebih baik
dibandingkan metode konvensional(A. Muin et al., 2020). Pengembangan kapasitas tim proyek
melalui pelatihan dan pembimbingan dalam aspek teknis maupun manajerial memperkuat
kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan kontrak secara optimal dan menghadapi

tantangan kompleks dalam industri konstruksi.

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi kontrak

Keberhasilan implementasi kontrak konstruksi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif
pimpinan organisasi dalam proses pengambilan keputusan strategis dan penyelesaian masalah
kritis yang muncul selama pelaksanaan proyek. Kompetensi tim manajemen proyek dalam
menginterpretasikan ketentuan kontrak dan mengaplikasikannya dalam situasi nyata di lapangan
menjadi faktor penentu keberhasilan yang tidak kalah penting. Kualitas dokumen kontrak yang
jelas, lengkap, dan tidak multi-tafsir meminimalkan potensi perselisihan dan memberikan
panduan operasional yang baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek. Sebaliknya,
kegagalan implementasi kontrak sering disebabkan oleh perencanaan yang tidak memadai,
keterbatasan sumber daya, komunikasi yang buruk antar pihak, dan ketidakmampuan dalam

mengelola perubahan yang terjadi selama masa konstruksi(Elfani & Azheri, 2023). Faktor



eksternal seperti kondisi politik, regulasi yang berubah-ubah, dan fluktuasi ekonomi juga dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi kontrak, terutama untuk proyek jangka panjang yang
rentan terhadap dinamika lingkungan eksternal.

Implementasi kontrak yang efektif berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran
proyek dari segi waktu, biaya, dan mutu yang memuaskan semua pemangku kepentingan.
Manajemen kontrak yang baik memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal, pengendalian
risiko yang efektif, dan penyelesaian konflik yang konstruktif, yang secara keseluruhan
meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek konstruksi. Pada beberapa kasus yang diteliti, proyek
dengan manajemen kontrak yang buruk mengalami kerugian finansial rata-rata sebesar 15-25%
dari nilai kontrak awal akibat klaim, perselisihan hukum, dan pekerjaan ulang yang sebenarnya
dapat dihindari. Selain dampak finansial, kegagalan dalam implementasi kontrak juga
berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, hubungan bisnis dengan mitra kerja, dan kesempatan
mendapatkan proyek serupa di masa mendatang yang vital bagi keberlanjutan usaha. Bukti
empiris dari berbagai proyek konstruksi yang dianalisis menunjukkan korelasi positif antara
kualitas manajemen kontrak dengan tingkat keberhasilan proyek, menegaskan pentingnya

pendekatan sistematis dan profesional dalam mengelola aspek kontraktual proyek konstruksi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak kerja
pada pekerjaan konstruksi masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mempengaruhi
efektivitas penyelesaian proyek. Penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi
kontrak sangat bergantung pada kejelasan rumusan klausul, kompetensi tim manajemen, serta
komunikasi efektif antar pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Temuan menunjukkan
sebagian besar permasalahan kontraktual berakar dari perbedaan interpretasi dokumen dan
ketidakmampuan mengantisipasi perubahan kondisi lapangan, mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian dan pembengkakan biaya hingga 15-25% dari nilai awal. Implikasi praktis bagi
pelaku industri konstruksi mengarah pada pentingnya peningkatan kualitas dokumen kontrak
yang komprehensif serta pengembangan kapasitas SDM dalam memahami aspek teknis dan legal
perjanjian kerja. Sistem monitoring yang didukung teknologi informasi terbukti berkontribusi
signifikan dalam deteksi dini penyimpangan pelaksanaan, sementara pendekatan kolaboratif

dalam penyelesaian sengketa meminimalkan risiko litigasi yang memakan waktu dan biaya.



Untuk perbaikan sistem kontrak kerja, direkomendasikan standardisasi klausul yang mengatur
perubahan lingkup pekerjaan, pembayaran, serta penyelesaian perselisthan dengan
mempertimbangkan keseimbangan risiko antara pengguna dan penyedia jasa. Penelitian
selanjutnya perlu menggali lebih dalam mengenai efektivitas alternatif penyelesaian sengketa
konstruksi, pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen kontrak, serta pengembangan model
kontrak adaptif yang responsif terhadap dinamika proyek infrastruktur di era pembangunan

berkelanjutan.
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